BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kantor

Tindak kekerasan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Pelanggaran ketentuan hukum negara dan norma agama serta norma sosial
(budaya dan peradaban)manusia. Karena itu tidak ada tindak kekerasan
apalagi mencederai fisik, melukai perasaan atau menelantarkan hidup orang
dapat dibenarkan dalam peradaban manusia.®’

Salah satu bentuk tindak kekerasan yang paling banyak terjadi dalam
masyarakat, terutama di Indonesia adalah tindak kekerasan dalam rumah
tangga(KDRT). Tindakan itu dapat terjadi oleh orang tua kepada anak-
anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga
lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya
tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah
nilai sosial budaya seperti budaya patriaki (laki-laki lebih berkuasa),
komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang
sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak
kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat
(hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat sosial atau

usia yang bisa mandiri.®
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Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Indragiri Hulu yang meliputi :
1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Penegakan dan bantuan hukum
6. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial >
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Indragiri Hulu,Rengat pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang no.23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dan
peraturan bupati no.56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, dan fungsi
serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.®
Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rakernas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2008 yang diselenggarakan tanggal
17-18 junidi Istana Negara, yang menekankan bahwa Pembangunan dan
Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu Prioritas pembangunan yang

perlu tindak lanjut nyata dan langkah-langkah operasional dari seluruh

Bangsa,dilaksanakan terus-menerus di seluruh tingkatan nasional hingga desa.
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Mengacu arahan Presiden, maka di daerah perlu disusun suatau rencana
startegis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Inhu yang meliputi Perencanaan Pembangunan di bidang Pendidikan, bidang
Kesehatan khususnya reproduksi, bidang ekonomi perempuan,bidang
partisipasi politik perempuan, serta bidang perlindungn anak dengan
membawa misi pengarusutaamaan gender menuju keadilan dan kesetaraan

gender.®

Visi dan Misi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1. Visi
Mengedepankan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan seksual sesuai dengan prinsip
Sewaka Dharma.
2. Misi
a. Membangun gerakan bersama untuk mencegah,menghapus kekerasan
dan trafiking terhadap perempuan dan anak.
b. Memberikan pelayanan yang meliputi pendamping psikologis,advokasi
serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami

tindakan kekerasan.
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c. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
sebagai basis pemberdaayan perempuan dan anak secara preventif,

kuratif dan rehabilitatif. %2

C. Tujuan Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
1. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam
memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan,
hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan gender diberbagai
bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.®®
. Ruang Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan
pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di
berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan
orang,yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Adapun ruang
lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah
sebagai berikut yaitu :
1. Pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi.
2. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi

termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
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3. Komunikasi, informasi, edukasi.
4. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas pengelola®

Tabel 4.1

Data kasus yang diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tahun 2016
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Jenis Kasus

Januari

Februari

Maret

Mei

Juni

Agustus

September

Oktober

Persetubuhan

2

1

April

Juli

November

Pencabulan

1

1

1

1

1

Sodomi

1
3

2

1

Penganiayaan

INISIERLS

Pencurian

2

Pelecehan Seksual

Perkelahian antar Anak

Pemerkosaan

Hak Asuh Anak

[ = I S

Kelalaian Penitipan Anak

NI

Kekerasan pada Anak

Ple|e zZ
RIE|8[o|o|~|o|o|s|w =S

Kekerasan Seksual

[N

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai

1. Tugas pokok:

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan

dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dalam

melaksanakan tugas-tugasnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan memiliki

struktur organisasi

sesuai

dengan prioritas

kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai

kebutuhan daerah,baik provinsi,kabupaten,dan kota.

2. Fungsi:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin

oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
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kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak bertugas sebagai berikut:

a. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan
dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran,hak atas
perlindungan,hak atas keadilan dan hak atas pemulihan dan
pemberdayaan.

b. Mewujudkan kesejahteraan gender,keadilan,dan kesetaraan gender di

berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.®

F. Bentuk-bentuk Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Memberikan layanan Hotline melalui telepon layanan

Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan dan upaya pencegahan.

Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi
Memberikan layanan pendamping hukum bermitra kerja dengan
kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Layanan konsultasi psikologi atau layanan konseling®®
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G. Sasaran Kerja

1.

2.

3.

4.

Perempuan dan anak korban kekerasan
Masyarakat
Pengambil kebijakan atau pemerintah

Lembaga pemberilayanan (SKPA, LembagaVertikal, LSM)®

H. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

1.

2.

3.

Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Sebagai pusat data dani nformasi tentang kekerasan terhadap perempuan
dan anak.

Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait dengan pemberian layanan

bagi perempuan dan anak korban kekerasan.®®

Bentuk Pelayanan

Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan

dan anak korban kekerasan di Provinsi Riau, meliputi :

1.

2.

Pelayanan Informasi

Konsultasi psikologis dan hukum
Pendamping dan advokasi
Pelayanan medis

Rumah aman.®®
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J. Struktur Organisasi
Pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana
tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan
pemerintah bersama organisasi atau lembaga masyarakat termasuk dunia
usaha atau swasta,untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada
tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak beserta uraian tugas masing-masing
bagian didalamnya mulai dari penanggung jawab sampai anggotanya. Hal
penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga
profesi dan relawan yang terlibat dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela,
peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap pemberdayaan,

pelindungan serta kesejahteraan perempuan dan anak.

K. Fungsi layanan informasi bagi pegawai Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak

1. Informasi pendidikan
2. Informasi jabatan

3. Informasi sosial budaya

L. Metode layanan informasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak

1. Pelatihan bagi pegawai
2. Diskusi atau rapat

3. Karyawisata
4

Buku panduan
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2017

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

Ir.Hj.ISNIDAR

NIP 19640326 199309 2 001

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

KASUBBAG UMUM

MASRIZA, SE

Drs. RIZALMI

NIP. 19740624 200501 2 004

NIP. 19681221 199711 1 001

|
KEPALA BIDANG
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS
KELUARGA, DATA DAN INFORMASI

KEPALA BIDANG
PEMENUHAN HAK ANAK

Ir. WINALDI, M.Si.

RIKA VARIA NORA, S.Si.T, MPH

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NIP. 19640512 199203 1 007

NIP. 19711019 199101 2 001

SARKULLIS, S.PKP

NIP. 19591015 198303 1 005

KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG EKONOMI

SRI HANDAYANI, SE., MPH.

NIP. 19750331 200904 2 001

KEPALA SEKSI LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATIF, PENDIDIKAN,
PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA
PADA BIDANG PEMEHUHAN HAK ANAK

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

MONALISAWATI, SP.

ERMITA, S.Sos

NIP. 19730712 200112 2 001

KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

NIP. 19610816 198203 2 004

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG

SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM

DESTI IRMA

KEPALA SEKSI SIPIL INFORMASI
DAN PARTISIPASI

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

YUSMARNIZARNI, S. Sos

NIP. 19710608 199203 2 003

EMZIARTI, S.Sos

NIP. 19630901. 198601 2 001

NIP. 19600427 19821 2 002

KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG KUALITAS
KELUARGA, DATA, DAN INFORMASI

KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR
DAN KESEJAHTERAAN

ZARNA NASUTION, SH., MM.

FIRDAUS, SE.

KEPALA SEKSI DATA KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK

NIP. 19590716 198107 2 001

NIP. 19631213 198903 1 105

MUHAMMAD IQBAL SIREGAR, S.Sos

NIP. 19671113 198803 1 002
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